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Alasan yang melatarbelakangi permasalahan ini untuk diangkat adalah ingin 

memperjelas pengembanan profesi notaris sebagaimana juga profesi-profesi 

lainnya  yang merupakan profesi kepercayaan yang diangkat oleh Negara untuk 

mengemban tugas pelayanan untuk melayani masyarakat, yang lebih 

mengutamakan pelayanan daripada imbalan yang akan diterimanya, sebab 

kepentingan masyarakat merupakan sifat profesi yang mengedepankan pelayanan 

kepentingan. 

Namun disamping mengedepankan pelayanan, menurut peneliti juga harus juga 

melihat dari kondisi dari profesi notaris itu sendiri, yang mana tentunya 

memerlukan biaya untuk kelangsungan hidupnya, sehingga kedua aspek ini 

menurut peneliti harus ada kajian tersendiri, sehingga menyajikan hasil yang dapat 

dipertimbangkan bagi pembuat undang-undang khususnya legislatif untuk dapat 

lebih balance dalam menghasilkan produk undang-undang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa terkait 

pengaturan hukum pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada 

orang yang tidak mampu dan menganalisa rekonstruksi regulasi dalam pemberian 

jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada orang yang tidak mampu. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pemberian jasa 

hukum secara cuma cuma maka bersifat wajib dilaksanakan, sehingga 

mengahruskan seorang notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang 

kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana 

pemberian jasa hukum tersebut meliputi pada ketentuan Pasal 15 UUJN yaitu 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, mengesahkan tanda 

                                                           
1
 2120216320046 

2
 Pembimbing Utama 

3
 Pembimbing Pendamping 
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tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus dan membuat akta yang berkaitan dengan 

pertanahan notaris, adapun kewajiban ini membawa serta merta apabila notaris 

menolak memberikan jasa hukum secara cuma-Cuma sehingga hal tersebut 

dilarang karena melanggar ketentuan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang tentu memiliki sanksi, yaitu bisa 

dapat Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan 

hormat dan Pemberhentian dengan tidak hormat adapun dasar sanksi tersebut 

berdasarkan Pasal 37 ayat 2 UUJN. Dan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana memang 

tujuannya baik dalam hal sosial, namun hal tersebut bertentangan jika dilandaskan 

pada UUD 1945 Pasal 27ayat 2 yang isinya “Tiaptiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi kemanusiaan”, Sehingga perlu 

direkonstruksi aturan hukum yang ada pada Pasal 37 UUJN. Adapun bentuk 

rekonstriuksi regulasi tersebut sebenarnya adalah agar hak hak dari notaris dapat 

dilindungi, karena berdasarkan Pasal 36 dari Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah Notaris berhak menerima 

honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. 
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ABSTRACT 

Keywords : Reconstruction of Regulations, Only Legal Services by Notaries. 

 

The purpose of this study is to examine and analyze the legal arrangements 

regarding the provision of legal services free of charge by notaries to people who 

can't afford it and to analyze the reconstruction of regulations in the provision of 

legal services free of charge by notaries to people who can't afford it. While the 

research method used is Normative legal research, namely a method that uses 

primary legal sources in the form of laws and regulations, legal theories and 

expert opinions, is analyzed and conclusions are drawn from the problems used to 

test and review legal materials. The research results obtained is that based on 

Article 37 paragraph 1 UUJN in the provision of legal services free of charge, it 

is obligatory to implement, thus requiring a notary to provide legal services in the 

notary field free of charge to people who cannot afford it, in which the provision 

of legal services includes provisions Article 15 of the UUJN, namely making 

authentic deeds regarding all actions, agreements and provisions required by 

laws and regulations and/or which are desired by interested parties to be stated in 

authentic deeds, legalizing signatures and determining the certainty of the date of 

private letters by registering in special books and make deeds related to notary 

land. And the provisions of Article 37 of the UUJN which have good intentions in 

social terms, but this is contradictory if it is based on the 1945 Constitution 

Article 27 paragraph 2, so that it is necessary to reconstruct the existing legal 

rules in Article 37 UUJN. The actual form of reconstructing the regulation is so 

that the rights of a notary can be protected, because based on Article 36 of the 

Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 concerning the Position of a 

Notary, a Notary has the right to receive an honorarium for legal services 

provided in accordance with their authority. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci  : Rekonstruksi Regulasi, Jasa Hukum Cuma Cuma oleh Notaris. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa terkait 

pengaturan hukum pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada 

orang yang tidak mampu dan menganalisa rekonstruksi regulasi dalam pemberian 

jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada orang yang tidak mampu. 

Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu 

metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan 

perundang undangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, 

dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan 

mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah  bahwa 

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 UUJN dalam pemberian jasa hukum secara cuma 

cuma maka bersifat wajib dilaksanakan, sehingga mengahruskan seorang notaris 

untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada 

orang yang tidak mampu, yang mana pemberian jasa hukum tersebut meliputi 

pada ketentuan Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam akta otentik, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus dan membuat akta 

yang berkaitan dengan pertanahan notaris. Dan Ketentuan Pasal 37 UUJN yang 

mana memang tujuannya baik dalam hal sosial, namun hal tersebut bertentangan 

jika dilandaskan pada UUD 1945 Pasal 27ayat 2 ,Sehingga perlu direkonstruksi 

aturan hukum yang ada pada Pasal 37 UUJN. Adapun bentuk rekonstriuksi 

regulasi tersebut sebenarnya adalah agar hak hak dari notaris dapat dilindungi, 

karena berdasarkan Pasal 36 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah Notaris berhak menerima honorarium 

atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannyalah. 
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